Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Jurnal Law Reform
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006

terkesan hanya memberi dorongan
(encourage ment), namun menurut
Annemieke Wolthuis *, berdasarkan
penjelasan di dalam website Uni Eropa,
negara anggota wajib mengubah
UU dan hukum acara pidananya,
antara lain mengenai “the right to
mediation”.
g.Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc
(PBB) telah menerima Resolusi 2002/12
mengenai “Basic Principles on the Use
of Restorative Justice Programmes in
Criminal Matters” yang di dalamnya juga
mencakup masalah mediasi.’

Resume :

- Masalah mediasi dalam perkara
pidana, sudah masuk dalam
agenda pembahasan di tingkat
intemasional, yaitu dalam Kongres
PBB ke-9/1995 dan ke-10/2000
mengenai “Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders”
dan dalam Konferensi Intemasional
Pembaharuan Hukum Pidana
(International Penal Reform
Conference) tahun 1999;

= Pertemuan-pertemuan intemasional
itu mendorong munculnya tiga
dokumen internasional yang
berkaitan dengan masalah
peradilan restoratif dan mediasi
dalam perkara pidana, yaitu : (1)

Standards, fp.enter.net/ restorativepractices/
MediationMandatory
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the Recommendation of the
Council of Europe 1999 No. R
(99) 19 tentang “Mediation in
Penal Matters”; (2) the EU
Framework Decision 2001 tentang
the Standing of Victims in Criminal
Proceedings; dan (3) the UN
Principles 2002 (draft Ecosoc)
tentang “Basic Principles on the
Use of Restorative Justice
Programmes in Criminal Matters”;
- Dari berbagai dokumen
internasional itu, masalah “penal
mediation” tidak muncul sebagai
masalah yang berdiri sendiri, tetapi
berkaitan dengan latar belakang

ide “penal reform”, “restorative
justice”, “alternative to imprison
ment/custody”, masalah

“perindungan korban” dan untuk
mengatasi problem penumpukan
perkara (‘the problems of court
case overload”).

Catatan :

Upaya untuk mengurangi beban
pengadilan (penumpukan perkara),
di beberapa negara lain juga
ditempuh dengan dibuatnya

3 Tercantum dalam dolumen E/2002/INF/2/
Add.2, international-research-project-repor2 (sbr.:
internet); lihat juga Annemieke, ibid.

7 Menurut Psl. 248 KUHAP Jepang,
penuntutan tidak perlu dilakukan setelah
mempertimbangkan faktor- faktor : (a)
karakter, usia dan keadaan si pelaku; (b)
bobot keseriusan tindak pidana dan keadaan-
keadaan pada saat delik itu dilakukan; (c)
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d. “Reparation negotiation mediasi modem. Program mediasi
programmes” modern sering mencoba
e. “Community panels or courts” memperkenalkan berbagai

“Family and community group
conferences’,

Ad (a) : Model “informal mediation”

keuntungan dari pertemuan suku
(tribal moots) dalam bentuk yang
disesuaikan dengan struktur

* Model ini dilaksanakan oleh masyarakat modem dan hak-hak
personil peradilan pidana (criminal individu yang diakui menurut
justice personnel) dalam tugas hukum.
normalnya, yaitu dapat dilakukan Ad (c) : Model “vicim-offender mediation”
oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) - Mediasi antara korban dan pelaku
dengan mengundang para pihak merupakan model yang paling
untuk melakukan penyelesaian sering ada dalam pikiran orang.
informal dengan tujuan, tidak - Model ini melibatkan berbagai
melanjutkan penuntutan apabila pihak yang bertemu dengan
tercapai kesepakatan; dapat dihadiri oleh mediator yang
dilakukan oleh pekerja sosial atau ditunjuk. Banyak variasi dari model
pejabat pengawas (probation ini. Mediatomya dapat berasal
officer), oleh pejabat polisi, atau dari pejabat formal, mediator
oleh Hakim. independen, atau kombinasi.

* Jenis intervensi informal ini sudah - Mediasi ini dapat diadakan pada

biasa dalam seluruh sistem hukum.

Ad (b) : Model “Traditional village or
tribal moots”

Menurut
masyarakat

seluruh
untuk

model ini,

bertemu

memecahkan konflik kejahatan di
antara warganya.

Model ini ada di beberapa negara
yang kurang maju dan di wilayah
pedesaan/pedalaman.

Mode! ini lebih memilih keuntungan
bagi masyarakat [uas.

Model ini mendahului hukum barat
dan telah memberi inspirasi bagi
kebanyakan program-program

setiap tahapan proses, baik pada
tahap kebijaksanaan polisi, tahap
penuntutan, tahap pemidanaan atau
setelah pemidanaan.

Model ini ada yang diterapkan
untuk semua tipe pelaku tindak
pidana; ada yang khusus untuk
anak; ada yang untuk tipe tindak
pidana tertentu (misal pengutilan,
perampokan dan tindak kekerasan).
Ada yang terutama ditujukan pada
pelaku anak, pelaku pemula,
namun ada juga uniuk delik-delik
berat dan bahkan untuk recidivist
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